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ABSTRAK 
 
Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Giyarto, Sunarno. 
MODEL REKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH DI DPRD DALAM 
RANGKA PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DPRD MENGHASILKAN PERDA BERBASIS LINGKUNGAN (ECOREGION 
GREEN LEGISLATION). Universitas Sebelas Maret. Penelitian Kerjasama 
Antar Lembaga dan Perguruan Tinggi. 2010.  
Tujuan penelitian ini ialah pertama, memberika preskripsi implementasi 
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam peraturan daerah kabupaten Sukoharjo. 
Kedua, memberika preskripsi prinsip ecoregion green legislation  sebagai  pedoman 
dalam pembuatan peraturan daerah di kabupaten Sukoharjo.   Ketiga, untuk 
menyusun model rekonstruksi peraturan daerah berbasis ecoregion green legislation.   
Penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal, dengan pendekatan 
kualitatif. Data primer diperoleh dari anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dan 
sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo. Data sekunder bersumber dari : data 
sekunder yang bersifat pribadi dan publik, serta data sekunder di bidang hukum. 
Untuk jenis data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu, 
pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Di samping itu untuk 
memberikan penajaman dan elaborasi data lebih lanjut dilakukan Focus Group 
Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan. 
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan content analysis. 
Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi sumber. Analisis 
terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian 
data, penarikan kesimpulan/verifikasi.  
Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut.  
Pertama, peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo belum memenuhi kriteria sistem 
hukum yang baik, meskipun beberapa perda sudah dijiwai oleh prinsip pembangunan 
berkelanjutan. Belum terlihat keterkaitan unsur-unsur substansi sistem hukum daerah, 
yakni perda tentang lingkungan hidup,  perda RTRW, perda PRJPD, perda RPJMD, 
perda RKT, dan perda retribusi dan pajak daerah terkait perijinan. Kedua, prinsip 
ecoregion green legislation  belum dijadikan  pedoman dalam pembuatan peraturan 
daerah di kabupaten Sukoharjo. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo 
tidak memuat ketentuan tentang partisipasi publik dalam pembentukan Perda dan 
raperda dapat diajukan tanpa naskah akademik. Ketiga, model pembentukan perda 
adalah dengan menjadikan perda RPPLH sebagai acuan dalam pembentukan perda 
RTRW dan RPJPD. Selanjutnya perda RTRW dan perda RPJPD dijadikan acuan 
dalam pembuatan perda RPJMD, perda rencana kerja, perda perizinan mengenai 
Gangguan, Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, Mendirikan Bangunan, 
Perindustrian & Perdagangan. 
  
Kata kunci : pedoman, pembuatan perda, pembangunan berkelanjutan 
  
 2 
                                                           ABSTRACT  
 
Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Giyarto, Sunarno. MODEL OF 
RECONSTRUCTION REGIONAL REGULATION IN PARLIAMENT 
LEGISLATION IN ORDER TO STRENGTHENING LEADER AND MEMBER 
PARLIAMENT FUNCTIONS MAKING REGIONAL REGULATION WHICH 
BASED ENVIRONMENTAL  (ECOREGION GREEN LEGISLATION). Sebelas 
Maret University. Research Cooperation Between Institutions and Universities. 2010. 
The purpose of this study is the first, giving prescriptions implementation of 
sustainable development principles in local legislation Sukoharjo District. Second, 
giving  prescriptions Ecoregion principles of green legislation as guidance in the 
making of local legislation in Sukoharjo District. Third, to develop model-based 
reconstruction of local regulations Ecoregion of green legislation.  
This study is a non-doctrinal, with a qualitative approach. Primary data 
obtained from members of parliament and the Secretariat of Parliament Sukoharjo. 
Secondary data sourced from: secondary data that is personal and public, as well as 
secondary data in the field of law. For this type of primary data, data collection done 
in two ways, they are, observation and interview. In addition to providing data 
refinement and further elaborations conducted Focus Group Discussion (FGD) with 
the parties involved stakeholders. The collection of secondary data through literature 
and content analysis. Checking the validity of the data was done by using 
triangulation of sources. The analysis consists of 3 groove activities occur 
simultaneously, they are data reduction, data presentation, drawing 
conclusions/verification.  
From the discussion of research results produced the following conclusions. 
First, Regional Regulations Sukoharjo not meet the criteria of a good legal system, 
although some regulation is animated by the principles of sustainable development. 
Not visible linkage elements of the substance of the legal system, they are regulations 
concerning the environment, spatial planning regulations, local regulations RPJPD, 
RPJMD regulations, Regional Regulations CTR, and Rgional Regulations related to 
local tax levies and licensing. Second, the principle of Ecoregion green legislation is 
not used as a guide in making of local legislation in Sukoharjo District. Rules of 
Procedure of Parliament Sukoharjo not contain provisions on public participation in 
the establishment of law and draft regulations may be filed without an Academic 
Paper. Third, the model of the formation of local regulations is to make regulations 
RPPLH as a reference in the formation of spatial planning regulations and RPJPD. 
Furthermore, spatial planning regulations and regulations made by reference in the 
manufacturing RPJPD RPJMD regulations, local regulations work plans, licensing 
regulations regarding disruption, transformation of agricultural land to non-
agricultural, Building Construction, Industry & Commerce.  
 
Keywords: guidelines, making regulations, sustainable development  
  
